WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

Mentmbang

Mengingat

PERLINDUNGAN ANAK KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

bahwa untuk melsksanakan ketentusen Pssal 4 Peraturan
Menteri Pendayagpunaan Aparatur Negara dan Refarmasi
Birokresi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemycderbanaan
Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untulk
Penvederhansnan  Birokrasi, perlu  menslapkan Peraturan
Walikota temang Kedudukan, Susunan Orgrnisasi, Tugas
clan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungen Amsk Kota Kupang,

1. Pazal W avat [6 Undang-Undang Dasar MNegara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2 Undang-Undang MNomor 5 Talun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 1 Kupang
(Lembaran NMegara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomer 43, Tambahen Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Deerah  [Lembaran  Negara Republik
Indenesia Tshun 2014 Namor 244, ‘Pambahan
Lembaran HNegara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana tedah diubah beberapa  kali Lerakhir
dengan Undang-Undang Nomoyr 11 Tahun 2020 tentang



Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 657 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Peranglat Daerah (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomar 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Noamer SBEY
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturian Pemerintah Nomor 18 Talun 2016
lentang Peranglkat Dacrah [Lembaran Nepara Republik
Indonesia Talu 2019 Nomor 187, Taembahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menteri Pendaragunaan Aparatur Negora dan
Reformasi Birokrasi Nemor 25 Tabun 2021 tenteng
Penyederhanaan Strukiur Orgame:zel pada  Instansi
Pemerinlah  uniuk Penvederhanaan Birokrasi {berita
Megara Kepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 5460),
Peraluran Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Peranglkat Dacrah
Kola Kupang (Lembaran Daerah KReota Kupang Tahun
2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Dacrah kota
Huparg Nomor 273) scbapaimana felhh  diubah
behberapa kali terakhir dengan Peratursn Daerah Kota
Kupang Nomer 6 Tabun 2019 tentang Perubahen Kedua
Atas Peraturan Deerzh Kota Kupamg Nomor 13 Tabun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Kupang (Lembaran Daeah Kota Kupang
Tahun 2019 MNomor 06. Tambahan Lembaran Daerah
Keta Kupang Nomor 285).



MEMUTUSEAN :
Menetapkan @ PERATURAN WALKOTA TENTANG KEDUDUER:AN, SUSUNAN
DHGANISAS], TUGAS DAN FUNGS] SERTA TATA EKERJA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMFUAN DAN
PERLINDIUNGAN ANAEK KOTA KUPANCG,

BAB I
KETENTUAN UMM

Pasal 1

Dalam Peratyran Daerab ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerph adalah Kola Kupang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.

3. walikota adalah Walikota Kupang.

4, Bekretariat Dacrah, selanutnya disebut Serda adalah Sekretariat Daerah
Kota Kppang.

5. Sekretaris Daerah, sclanjutnye di sebut Sckda adalah Sckretaris Dacrah
Kote Kupang.

f, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungsn  Anak  yang
sclanjumya disebut Dinas adalah Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Kupang.

7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yvang berisi lungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan  publik  setta  adminstrast
pemerintahan dan pombangunan.

8 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan vang berisi fimgsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yvang berdasarkan peada
keahlian dan kererampilan tertentu.

9. Pepbat Fungsionel adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada Instansi Pemerintah.

1.8ul Koordimataor adalah pejabat ungsional jenjang ahll muda yang
ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas yang diamanatkan, baik
yang merupakan turunan langsung maupun tidak lanegsung dari tugas
jabatan administrator di inglkup unit kerja.

11.Unit Pelaksana Telmis Daerah vang selanjiinya disebut UPTD adalah
Unsur Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Kupang.



BAB T
KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISAS]

Pasal 2

{} Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemer ntahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

{7y Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin cleh kepala dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggmng jawab kepada Walikota
melalui Sekrelaris daerah,

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (ij mempunyai tugas membantu
Wal kotr melekszanakan urusen pemerintahan vang menjadi kewenangan
daerah & bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan
Tugas pembantuan.

(4 Thnas dalam mebksimakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menyelenggarakan fungsi:

B perumusan kebijakan daerah & bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;

b pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan analg

¢ pelaksanasn evaluasi dan pelaporan daerab & hidang pemberdayann
perempuan dan perlindungan anak;

d pclaksenaan edministrast dinas daerah g bhidang pemberdayaan
peremmpuan dan perlindungan anak; dan

e pelaksanaan fungs lam yang diberikan oleh wahkola lerkail dengan

Lugas dan funganya.

Pasal 3
(] Dinas scbapaimana dimaltsud delam Pasal 2 ayat (1) merupskan Dinas
Tipe A dengan susunan organisasi terdiri atas:
a  Kepala Dinas.

=y

Sekretaniat, dengan 1 (satu] Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

o

Bidang Kesetaraan dan Keadilan Gender;

A

Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Meremnpuari,

w

Bidang Periindungan Perempuar;

Bidang Perlindungan dan Tumbubh Kembang Anak;
Kelompok Jabatan Fungsional; dan

UPTL. '

7 m



{2

(4)

5]

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada avar (1) huraf b, dipimpin cleh
sekretaris yvang berada di bawah dan bertangoung jawab kepada Kepala
Dirgs.

Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berade di
baweh bertanggung jawab keprda Kepala Dinas,

Sub Bagmn dipimpin oleh Kepala Sub Bapian yang berada di bawah dan
bertangpung jawab kepada Sekretaris

Bagan Susunan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada eyat
(1] tercantum dalam lampiran dan merupakan hagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Wallkota ini.

BAB I
TUGAS DAN FUNGEI

Pezal 4

()8ekrelarial mempunyai Lugas melaksanakan koorclinas: pelaksanaan

tugas, pembinaan, pemberian dukungan adminiasirasi kepada seluruh

unit organtsasi 4i lingkunegan Dinas.

(2]Untuk melaksanakan tugas scbapgal mana dimasud pada ayat (1),

(5

(3

Lk

Sckretariat mempunyai fungs -

&. pelaksanaan koordinasi kegiatan di I nglungan dinas;

b penvusunan rencana, pogram dan angegaran Dinas;

£. pembmadan dan pemberian dukungan administrasi dinas yang meliputi
pETL 'elenggaraan Urusan ketatauszhaan Tumah tangs,
kelalalaksanaan, kepegawaian, kepustiakaan, keuangan, kerjasama,
hukum, oreanisasi, hubungan masyarakat dan keprotokelan,
kearsipan dan dokumentasi;

d pelaksanaan menitoring, evaluasi dan pelaperan program kerja dinas;
dan

e pelaksansan tugas dinas lain yanpg diberikan cleh atasan.

Pasal 5
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
tugas sekretariat lingkup adminislrasi umum dan kepegawaian Dinas.
Untuk metaksanakan tugas sebagaimana dimasud pada ayat (1), Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunvai fungsi : '



a melakukan penyimpan bahan dan pelaksanaan urusan kcpegawealan
dinas;

b. melakukan penyiapat bahan dan pelaksanaan uTusAan,
ketalalaksanaan, kepuslakaan, lala persuratan, kearsipan  dan
dukumentasi lingkup dinas;

c. melakukan penyiapan bshan dan pelaksanaan urusan hubungan
masyarakat dan keprotekoelan linglup dinas;

d melakukan penviapan bahan dan pelaksanaan penataan organisasi
gerta peraturan perundang-undangan lingkup dines; dan

e melaksanakan tuges dinas lain yang diberikan cleh atasan.

Pasal 6
f[l} Bidang Kesetaraan dan Keadilan Gender mempunval tugass
merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan
kegiatan kesetaraan dan ke adilan gender.
[} Untul melaksanakan tugas sebagaimana dimeksud pada awt (1),

Bideng Kesstarasn dan Keadilan Gender mempunyai fungsi;

a perencanaan langkah-langkah operasional di bidang kesetarann dan
Keadilan gender berdasarkan rencana kinerja dinas;

b, perumusan bahan kebijeken, stander, norma, kriteria pembinazan
dan petunjuk tekmis pelaksanaan kesctarsan dan keadilan gender
serta Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembapa penyedia
layanan meliputi pengarusutam:aan gender, komunikasi, informasi
dan edukasi, dasn data, kelembapaasn den kemitraan untuk
meningkatkan kualitas kesetarazn dan keadilan pender di daerah;

¢ pengendalian pelaksanaan tugas kesetaraan dan keadilan gender
scrta melakukan evaluasi hasilnya berdasarkan data vang ditemukan
dilapangan den data mesuken dar instansifpihak-pihak terkait
untilk  mengetahui keberhasilan dan kegagalan vang terjadi serta
menyuaun bahan elternatif pemecahan masalah;

d. pengendalian penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi melalui
sosialisasi, loksakarve, advokasi, dialog publik dan pelatihan-
pelatihan teknis untuk meningkatken pengetehuan dan lketrampilan
pparatur dan sumber daya manusia kesetaraan dan keadilan gender
i daerah;

¢. pelaksanaan koordinasi tugas dengan inslansi dan pibak terkait agar
rerjalin kerjasama vang baik dan

. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.



(1)

()

(4

(2}

Pasal 7

Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas

merencanakan, melaksanakan, mengeordinasitkan dan meng endalikan

kegiatan peningkalan kualitas hidup perempuan.

Lntuk melaksanakan tupas sebapaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Feningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyat fungsi:

a perencanaan langkah-langkah operasional di bidang peningkatan
kualitas hidup perempuan berdasarkan rencansa kerja dinas;

b, perumusan bahan kebiiakan standar, norma, kritena pembinaan
dan petunjuk tekmiz pelaksanaan  peningkatan  kualitas hidup
perempuan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku
untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan terkait dengan
hidang pendidikan  dan  kesehalan perempuan, partisipasi
perempian dalam politik dan sosial budaya, ekenomi perempuan
dan dunia usaha dalam mewuudkan kualitas hidup perempuan;

¢. pengendslian pelaksanaan tugas peningkatan lualitas  hidup
perempuan meliputl peningkatan kualitas hidup perempuan dalam
pendidikan dan kesehatan perempuarn, partisipasi perempuan dalam
politik dan sosial budaya, ckonomi perempuan den dunia usaha agar
pelaksanaannya sesuai dengan rencana vang telah ditetapkan;

i pemariauan, evillasi pelaksanaan logas peningkatan  kualites
hidup perempuan untuk mengetahui keberhasilan dan kepagalan
yvang terjadi serta menyvusun bahan altermatil pemecahan masalah;

e melakukan koomdinasi tugas dengan instansi dan pibak terkail apar
terjalin kerjasama vang bail; dan

f. pelaksanaan tueas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pesal &

Bidang Perlindungan Perempuan mempunyval tugds merencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan dan  mengendalikan kegiatan
perlindungan perempuan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1),
Bidang Perlindungan mempunyai fungsi
a perencanaan langkah-langkah operasional Bidang Perlindungan

Perempuan berdasarksan rencana kerjs;
b. perumusan behan pembinaan, stendar, norma, prosedur kerja dan

petr juk teknis pelaksanaan Pencegaihan dan Penanganan Tindak



Kekerasan 1terbadap FPerempuan, Perlindungan Tenags Kena
Perempuan dan Perdagangan Qrang, dan Kualitas Keluarga, Masalah
Sozial dan Kondisi Khusus  Perempuan. Selain 10 pedindungan
perempuan lanjut usia dan penyandang disabilitas, perempuan
dengan HIV/AIDS <dan penyalahgunaan NAPZA, dan perempuan (i
daetah konflik dan daerah yang terkena bencana herdasarkan
leetenituan dan prosedur yvang berlaku agar meningkatkannve harkat
dart martabat dan HAM bagi prempuan di daerah;

pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyvedia
layatan yang berkaitan dengan Pencegahan dan Penanganan Tindak
Kekeresan terhadap Perempuan, Perlindungan Tenaga Kerm
Perempuan dan Perdagangan Orang, dan Kuzlitas Keluarga, Masalah
Sosial dan Kondisi Khusus Perempuan dalam rangka meningkatkan
kualitas kesetaraan dan keadilan gepder di tingkat daerah Kotz
KL pang;

pelaksanaan fmailitasi perlindungan perempuan den anak, Pusat
Pelayanan Terpadu (PPT) karban kekerasan ferhadap perempuan dan
anak;

penyelenggaranan pembinaan pelaksanaan advokasi dan fasilites:
pendidikan  dan  kesechatan amak melglui advokasi, soseialisasi
lokalkarya dan dialog publik untuk meningkatkan pemahamen dan
ketrampilan aparatur dan sumber daya, manusia pemberdeyaarn
perempuan terhadap pelaksanaan tugas perlindunpan perempuan;
penviapan bahan upayva pencegahan dan penghapusan segala bentuk
kekerasan terhadep perempuan dan bahan pengembangan data base
tentanp komunikasi, informasi dan edokasi (KIE) Perlindungan
perempuan dan anak;

penyusunan danfatau memeriksa dan mengoreksi olahan data
pcmbinaan  perlindungan  perempuan terutama perlindungan
terhadep Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan terhadap
Perempuan, Perlindungan Tenaga  Kerja  Perempuan dan
Perdagangan Orang, dan Kualilas Keluarga, Masalah Sosial dan
Kendisi Khusus Perempuan. Selain du  perlindungan perempuan
lanjut usia dan penyandang disabilifas, perempuan dengan
HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAFPZA, dan perempuan d daerah
konflik dan daerah yang terkena bencana berdasarkan data masukan



(1]

(2]

dari mstansi dan pihak-pibak terkait untuk bahan penyusunan
prograrm keria dan data hase perlindungan perempuan di Daerah;

melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi
atan lembaga terkait untuk mendapatitan masuken dalam rangka

kelancaran pelakasraan tugas: dan
pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pesal 9

Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Ansk mempumail tugas

mereticanakan, melaksanalkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan

kegiatan perlindungan dan tumbuh kembang anak

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat )
Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak mempunyad fungsi

A

e

perencanaan langkah-langkah operasional bidang perlindungan dan
tumbuhk kembang anak;

perumusan bahan kebijakan, standar, norma, kriteria pembinaan
dan petunjuk teknis pelaksanasan  perlindungan  dan  tumbuh
kembang anak dalam rangka pemenuhan hak anak di daerah;
nelaksanean  Pengualan dan  pengembangan  lembaga  penyexdia
layanan yang berkaitan dengan perlindungan kepada anak dan
tumbuh kembang anmak dalam rangka pemenuhban hak anak di
lingkal daerah;

pengendalian pdaksanaan program perlindungan dan tumbuh
kembang anak melputi petlindungan kepada anak dan tumbuh
kembang anak dalam rangke pemenuhan hak anal di deerah;
pemantauan dan mengawasi pelaksanaan tugas perlindungan dan
tumhuh kembang anak dengan melakukan evaiuasi terhadap
pelak: anaarnya agar da pat mengetahnl keberhasilan dan kegagaian
yang ferjudi untik membuat allernati§l pemecahan masalah;
melakukan koordinasi dengan Lembaga terkait untuk menjalin
kerjasama yang berkaitan dengan bidang tugas perlindungan dan
tumbuh kembang analk; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang diberikan oleh atasan



{1}

)

(3)

(1)

(1)

BAE [V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAY

Pagal 10
Pada Dinas dapat dibentuk UPTD terteﬁtu untuk melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan telank penunjang yang menjed!
kewenangail.
LUPTT) sebagaimana i maksud pada ayat [1), merupakan bagian dari
Perangkat Daerah vang bertangeung iawab kepada Kepala Dinas.
Ketentuan lebh lBnjut mengensi nomenklatur, jumlah dan jenis,
susunan grganisasi, tugas dan fimgsi UPTD sebagaimana dimaksud pada
avat (1}, di atur dengan Peraturan Walilzota,

BaB v
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Pungsional pada Dinas bersifat tclnis sesvai keah lian
dan kebutuhannyva.

HKelompok Jabatan Fungsional sebagpimana dimaksud svada avat (1)
rerdiri dari sejumlah tenaga jabatan fungsional vang terdapai dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya,

Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur

sesyaj dengan peraluran perundang-undangan.

Pasal 12

Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertangsunpg jawab
aecara langsung kepada pejabat tingel madya, pejabat pimpinan tinggi
pratama, pejabat administrator, atau pejgbat pengawas yang memilili
keterkeitan dengan pelaksanaan tuges Jabatan Fungsional

Penentuan berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) disesumikan dengan struktur
arganisasi.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpinn clkh Sub Koordinator .Jabatan
Fungsional vang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas

usulan pejabat yang berwenang,



(4 Suh Koordinator sebagaimane dimaksud pada eyat (3] melaksanalkan

tugas penyusunan rencina, pelakssnasn dan pengendalian, pemantauan
dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada

masing-masing pengelompokan fungsi jabatan administralor

{5} Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdir atas -

(1)

a4 sub koordinator substansi perencanaan. evaluasi dan pelaporan;

b sub koordinaror substansi keuangan dan perlengkapan,

e. sub koerdinator substansi pengrusutamaan gender;

d sub koordinator substansi komuntiasd informas dan edukasi;

€. sub keordipator substansi twbungan kelembagaan dan kemitraarn;

I sub kvordinator substansi pendidikan Jdan kesehatan perempuan;

g sub koordinator substansi partsipasi perempuan dalam poiitik dan
sosial budaya;

h. sub koordinator substansi ekonomi perempuan dan dunia usahs;

1 sub koordinator substansi pencegahan dan penangesnan tindak
kekerasan,

3 sub koordinator substansi perlindungan trnaga kera perempuan dan

perdagangan orang;
auh keordinator substansi masalah sosial perempuan;

e

sub keordi nator substansi perlindungan anak;

sub kaorlinator substansi tumbuh kembang anak;dan

A3

sub kppordinator substansi partisipesi anak;

BAB VI
TATA KERJA

Passl 13
Dalam melaksanakan tugasnya, =etiap unsur preani=asi  wajb
menerapkan orinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisssi bailk dalam
hngkungan masing-masing maupun anlar saluan organisast i
lingkunpan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di Juar

pemerintah deerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2)3¢tap unsur organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing

dan hila terjadi penyimpangan agar mengambil Jangkah - langkah yang

diperiukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



(3) Setiap unsur organisasi wajb bertanggunz jawab memimpin  dan
mengkoordinasikan  ‘basvahannys masing-masing dan  memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannva.

{4) Setiap unsur organisasi wajbh mengikuti dan mematuhi petunjul yang
diberikan dan bertanggung jawab kepada atasam masing-masing scrta
menyiapkan dan menyampaikan laperan bak insidenti! maupun berkala,
pada wakiunya,

(5) Setiap laporan yang diterima oleh setiap unsur orpanisasi  dari
bawahannya wajb didah dan dipergunskan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan perunjuk kepada
bawahan.

(6) Seriap laporan yuang disampaikan kepada atasan, tembusan laporan wajib
disampaikan pula kepada satuan Grganisasi lainnya yang secara
lungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam meleksanakan tugas, setigp unsur orgamisagi waib men gadakan
rapat herkala dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk kepada
bawahan masing-masing.

BAD VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasgal 14
Pada saat Peraturan Walkota ini mulai berlrku, pejabat vang ada telap
melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru
berdasarkan Peraturan Walikota ini.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Fada sgat mulai berlabunya peraturan Walikota ini, Peraturan Walikaota
Kupang Nomor 40 Tahun 2016 teniang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi sata Tata Kerja Dinas Pemsberdayvaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Kupang {Berta Daerzh Kola Kupang Tabun 2016
Nomor 233 dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 16
Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah Eota Kupang.

Ditetapkan di Kupang

pata tanggal 31 Desember 202
A KUPANG,

{#JEFIRSTRON R RIWU KORE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 31 Desember 2021
ETARIS DAEEAH KOTA P’LPHNG(&‘/

FAH !.-NE:VJF'R'[E STLEY FUNAY

BERITA DAERAN KOTA KUPANG TAHUN 2021 NOMOR 559




VMPIRAN PERATURAN WALIKOTA

BAGAN STRUKTUR ORGANIEAS]
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

MOR 42 TAHUN 2021 ml A L T A
NGGAL 31 DESEMEBER 2021 PERLINDUNGAN ANAK KOTA KUPANG
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